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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja / buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan
dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,
mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan
menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat
pekerja / serikat buruh merupakan hak asasi pekerja / buruh yang telah dijamin di
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.! Untuk mewujudkan hak tersebut,
kepada setiap pekerja / buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Serikat
pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan,
melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.? Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh
dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu
kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut
dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan

berkeadilan.

) ! Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta :
PT RajaGrafindo, 2007, him. 22.

2 Ibid.,, him., 24



Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi
International Labour Organization (ILO) No.87 tentang Kebebasan Berserikat
dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No.98 mengenai
Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding
Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan
perundang-undangan nasional.’> Namun, selama ini belum ada peraturan yang
secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga
serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara
maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri
sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu
diatur tersendiri.

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting
dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu,
serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan
kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan.* Oleh Kkarena itu, pekerja/buruh dan serikat

pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan

him.28

3 &
Ibid
* Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007,



perusaahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh
sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di
Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar
bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu
bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesionél. Di samping itu,

/pekelja/buruh dan serikat pekerja serikat buruh perlu menyadari pentingnya
tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam
membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri,
demokratis dan bertanggung jawab oleh pekerja / buruh untuk memperjuangkan
kepentingan pekerja / buruh dan keluarganya.’ Dalam pembentukan serikat
pekerja / serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain
perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh,
sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Badan Usaha Milik Negara; (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar hukum untuk
membentuk serikat pekerja di BUMN yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 87 ayat 2, yang berisi : karyawan BUMN

3 Ibid., him.,27



dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Peran serikat pekerja dalam BUMN yaitu sebagai kontrol perusahaan
dan untuk kemajuan perusahaan. Sepanjang dalam uraian tentang serikat pekerja
serikat buruh di atas, Undang-undang BUMN terdahulu yaitu, Undang-undang
Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, tidak menyebutkan mengatur ketentuan
serikat pekerja serikat buruh. Namun, berdasarkan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN, telah mengatur tentang ketentuan serikat pekerja
serikat buruh yaitu serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban
dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Sebelum terbentuknya organisasi serikat pekerja/serikat buruh, seluruh
pegawai perusahaan BUMN secara otomatis menjadi anggota Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI). Memasuki masa reformasi, geliat keinginan para
pegawai BUMN untuk membentuk organisasi mulai terasa pada penghujung
tahun 1998. kemudian terdapat rencana dibentuknya Tim Penyuluhan
Pembentukan Wadah Organisasi Serikat Pekerja Pegawai BUMN, dan sambil
menunggu terbentuknya organisasi tersebut, maka KORPRI dibubarkan dan
untuk membina pegawai di luar kedinasan dibentuklah wadah yang disebut
dengan Badan Kesejahteraan Karyawan (BKK).

Pada Musyawarah Nasional (MUNAS) KORPRI yang dilaksanakan pada

tanggal 15 s.d 17 Februari 1999, dan diikuti oleh + 900 peserta terdiri dari 483



unsur (Pusat, Departemen, Propinsi, DT II, BUMN/D, Lembaga-lembaga
Negara),’ tercetuslah hasil bahwa keanggotaan KORPRI bagi pegawai BUMN
bersifat stelsel aktif, yang berarti keanggotaannya tidak secara otomatis (berdasar
unsur sukarela). Dengan hasil MUNAS KORPRI itu, semakin terbuka lebarlah
kesempatan untuk membentuk organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Dengan
telah diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang Kebebasan
Berserikat bagi Pekerja,” dengan Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998
pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, maka dalam penerapannya setiap
pekerja / pegawai disetiap perusahaan, baik perusaahan swasta, BUMN, BUMD
termasuk anak-anak perusahaannya serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat
mendirikan atau masuk pada suatu organisasi serikat pekerja/serikat buruh secara
sukarela dan tanpa paksaan dari pihak lain. Organisasi yang dimaksud adalah
organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang sifatnya mandiri dan tidak berafiliasi
pada partai politik tertentu, serta tidak diarahkan untuk mendukung pada suatu
paham politik tertentu atau aliran suatu golongan tertentu melainkan bertuuan
memperjuangkan/membela kepentingan pekerja/pegawai dan keluarganya,® serta
sebagai suatu wadah untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan pegawai dalam

rangka mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan berupaya meningkatkan

kinerja dan produktivitas kerja.

f, Sinar Harapan, No.4383, 15 April 2003, him. 9.
Zaeni Asyhadie, Op.Cit., him. 24
5 Maimun, Supra, Footnote No.5




Dengan bertitik tolak pada uraian di atas penulis tertarik untuk
menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : EKSISTENSI SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK

NEGARA (BUMN) PASCA REFORMASI.

B. Rumusan Permasalahan
Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras
dengan hukum positif.® Hal ini penulis kaitkan dengan berdasarkan latar belakang
masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa masalah yang akan
diangkat disini, yaitu :
1. Bagaimanakah eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan
BUMN pasca reformasi?

2. Bagaimanakah tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Untuk meneliti pelaksanaan eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di
lingkungan BUMN pasca reformasi.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

9 .
Soerjono Soekamto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan
Indonesia, Jakarta : Yayasan Penerbit Ul, 1976, him. 18. B




D. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini saya membatasi pembahasan pada
Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Lingkungan BUMN Pasca Reformasi
dan tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Saya membatasi
pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpan

rasa masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah.

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dibantu
dengan yuridis empiris yaitu dengan mengadakan kajian hukum terhadap
eksistensi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan BUMN pasca

reformasi

2. Lokasi penelitian
a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan
b) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan
c) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

d) Bank Sumsel



3. Jenis dan Sumber Data

a.

C.

Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Buku-buku yang relevan dengan judul skripsi ini

2. Artikel-artikel yang relevan dengan objek yang akan diteliti

3. Media massa yakni surat kabar harian

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

1.

Studi Literatur

Adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa
peraturan-peraturan, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat
gambaran dan penelitian secara teoritis dan sistematis.

Wawancara

Adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek peneliti secara

wawancara.



3. Metode Pendekatan

Sifat penelitian ini menggunakan analisis data yaitu hasil penelitian
yang dilakukan di lapangan kemudian dijabarkan dengan data yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan
wawancara, untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu

kesimpulan.
Demikianlah pembahasan dalam Bab I Penulis akhiri, selanjutnya penulis
akan lanjutkan pada Bab II yang akan membahas tentang Tinjauan Umum Terhadap

Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Lingkungan BUMN Pasca Reformasi.
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